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ABSTRAK 

STUDI KODE ETIK JURNALISTIK OLEH WARTAWAN PADA PASAL 6  

Oleh 

Edi Purnomo 

1603060003 

 

Kode Etik Jurnalistik merupakan kiblat bagi para wartawan dalam 

mengemban tugas dan tanggung jawab. Saat ini masih ada pemberitaan yang 

memunculkan seorang wartawan yang menyalahgunakan profesi sebagai seorang 

wartawan dengan menerima suap. Namun hal ini dapat diatasi dengan memahami 

Kode Etik Jurnalistik. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui tingkat 

pemahaman wartawan Aliansi Jurnalis Independen Lampung terhadap Kode Etik 

jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap dan 

mengetahui penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6. 

 

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Studi Kode Etik Jurnalistik 

Wartawan Pada Pasal 6, dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

sebagai pendekatan penelitian.  Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari 

hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah pustaka, dengan mengambil 

subjek penelitian yang berstatus sebagai wartawan Aliansi Jurnalis Independen 

Lampung. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa wartawan Aliansi 

Jurnalis Independen Lampung sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 

6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap. Penerapan Kode Etik 

Jurnalistik menjadi acuan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. Seorang 

wartawan harus menolak pemberian amplop dengan cara paling halus dan apabila 

wartawan masih disodorkan dengan berbagai alasan maka wartawan Aliansi 

Jurnalis Independen Lampung mengambil amplop tersebut dengan alasan 

menghindari mempermalukan pemberi atau narasumber, namun amplop tersebut di 

berikan kepada pihak kantor untuk dikembalikan kepada pemberi. Aliansi Jurnalis 

Independen membuat program pelatihan internal, diskusi, seminar  kepada seluruh 

wartawan sebagai bahan dari kinerja mereka. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjelaskan kembali mengenai Kode Etik Jurnalistik, walaupun wartawan Aliansi 

Jurnalis Independen Lampung sudah mengetahuinya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. PENJELASAN JUDUL 

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari 

kesalahpahaman pengertian. Skripsi ini berjudul Studi Kode Etik Jurnalistik 

Oleh Wartawan Pada Pasal 6  yaitu: 

Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 

Etika inilah yang harus dijalankan selain menggunakan hukum atau undang-

undang dasar.1  

Wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan dibidang 

jurnalistik, kegiatan tersebut berupa kegiatan meliput, mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan 

informasi yang didapatkan tersebut dengan tulisan, suara, gambar , suara 

dan gambar, serta infografik atapun dalam bentuk lainya dengan media 

cetak, media elektronik dan segala bentuk saluran yang tersedia.2 

Dari uraian diatas maka penerapan  kode etik jurnalistik sebagai 

acuan wartawan dalam menerapkan kegiatan pers maupun kegiatan yang 

berkaitan dengan jurnalistik, maka penelitian berfokus pada undang-undang 

tentang pers pasal 6. 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

                                                             
1 Dewan Pers, Buku Saku Wartawan (Jakarta: Dewan Pers, 2017).Hal 29 
2 Bagir Manan, Pers, Hukum, dam Hak Asasi Manusia (Jakarta: Dewan Pers, 2016).Hal 

84-85 
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Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kebebasan dan bertambah 

jumlah penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh 

informasi secara akurat, berimbang, independen, dan jujur. Melalui 

kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan informasi yang 

berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, harapan 

masyarakat semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai 

tontonan untuk menjamin hak dan kepentingan publik. 

Sikap wartawan atas kode etik jurnalistik harus tetap sama dari 

waktu kewaktu. Dalam arti wartawan terikat dan diikat dengan kode etik 

sebagai rambu-rambu dalam membuat suatu informasi. Dengan memahami 

dan melaksanakan kode etik jurnalistik dapat membentuk wartawan yang 

profesional dan sanggup menjadi kontrol sosial di masyarakat. Wartawan 

sejati dalam negara demokrasi adalah sebagai sosok yang menjunjung nilai-

nilai pers sehingga kontrol sosial di masyarakat terpenuhi. 

Didalam buku saku jurnalistik yang diputuskan oleh dewan pers 

yang membahas tentang kode etik jurnalistik, dewan pers telah menimbang 

bahwa perkembangan informasi sangat berkembang secara pesat.3 Pesatnya 

perkembangan ini dimulai sejak diberlakukannya undang-undang nomor 40 

tahun 1999 tentang pers. Dengan demikian perlu menetapkan kode etik 

jurnalistik yang baru yang lingkupnya secara nasional yang nantinya dapat 

digunakan sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan profesi dan 

                                                             
3 Pers, Buku Saku Wartawan.Hal 29 
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dengan adanya penetapan yang baru menjadi pedoman operasional dalam 

menegakkan integritas profesionalitas seorang wartawan. 

Kode etik jurnalistik merupakan suatu pedoman nilai-nilai yang 

sangat penting bagi seorang wartawan. Kode etik tersebut dijadikan rambu-

rambu utama seorang wartawan dalam menentukan kegiatan yang baik dan 

kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Maka seorang wartawan harus paham 

tentang kode etik jurnalistik tersebut. Kendati demikian, ternyata dari 

sejumlah wartawan di Indonesia tidak semua berkerja secara benar sesuai 

dengan kaidah jurnalistik.  Dari sisi lain  secara pribadi  wartawan juga 

dibebankan  dengan berbagai tanggung jawab oleh media yang memberikan 

pekerjaan kepada mereka. Tugas tersebut antaranya meliput berita, mencari, 

dan menyetorkan berita berdasarkan tugas yang diberikan. Selain itu beban 

yang lebih besar adalah mempertanggungjawabkan berita tersebut kepada 

masyarakat, pemerintah redaksi dan pemilik media. 

Seorang wartawan hendaknya menempuh cara yang baik dan jujur 

dalam mencari sebuah bahan berita, dengan meneliti kebenarannya sebelum 

menyiarkannya dengan memperhatikan kredibilitas sumbernya. Kejujuran 

dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab, serta 

menghindari cara yang dapat merusak citra media itu sendiri. Menjaga nama 

baik pekerjaan dan media salah satunya dengan tidak menerima sogokan 

atau suap serta tidak menyalahkan profesi hanya demi keuntungan materi, 

seperti yang sudah tertera pada pasal 6 kode etik jurnalistik, yang berbunyi 

wartawan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap. 
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Dengan demikian, masih banyak wartawan yang melakukan pelanggaran 

kode etik jurnalistik seperti yang diucapkan Padli Ramdan Mantan Ketua 

AJI Lampung saat diwawancara di skretariat AJI pada tanggal 20 Agustus 

2019 tepat pukul 13.00 wib. 

 “Wartawan di Lampung ini masih banyak yang tidak berkerja 

dengan kode etik jurnalistik, masih banyak wartawan yang melakukan 

pelanggaran, meskipun pelanggaran tersebut bersifat terselubung baik yang 

disengaja ataupun tidak., hal ini tentunya dipengaruhi dengan pola 

rekrutmen yang tidak berbasis pada kompetensi.”4  

 

Dewan Pers juga mengatakan didalam Majalahnya yang berjudul 

Etika, didalam majalah tersebut dikatakan penyalahgunaan kode etik setiap 

tahunnya mencapai 500 pelanggaran, salah satunya wartawan amplop.5 

 

 Dengan demikian diperlukan kesadaran para pengelola media 

bahwa kebebasan pers bukan hanya milik pers, tetapi juga milik masyarakat, 

karena mereka berhak atas berita yang berkualitas. Seharunya dengan 

kebebasan pers yang diamanatkan, pers dapat berfungsi semaksimal 

mungkin dan berperan sebagai pembentuk pendapat umum, penegak nilai 

demokratis, adil, serta benar. Kebebasan pers yang jujur, tidak memihak, 

objektif, akurat, tanpa prasangka, berimbang, memisahkan opini dan fakta, 

etis serta menjunjung hak-hak asasi manusia secra komprehensif.  

 Kekuatan utama media adalah pada fakta yang disajikan, sehingga 

dapat menyalurkan berbagai ide dan gagasan. Dengan demikian wartawan 

dilarang keras melakukan tindakan yang tidak terlarang seperti suap dan 

menyalahgunakan profesi unntuk kepentingan pribadi. Dari realita diatas 

                                                             
4 Ramdan, Wawancara Aji Lampung.Skretariat Aji Lampung, 20 Agustus 2019, 13.00 

wib 
5 Dewan Pers, “ETIKA,” t.t. 
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banyak sekali terdengar istilah tentang memakan harta dengan jalan yang 

sesat seperti yang sudah tercantum didalam QS Al-Baqarah ayat 188: 

كُلوُا لِتاَءْ  تدُْلْوُابهََِااِلىَ الْهَُك ا مِِ وَ مْ باِلْبَاطِلِ وَلاتَاءَْكُلوُاامَْوَالكَُمْ بَيْنكَُ 

(البقره:   )  تعَْلمَُونَ قًا مِنْ امَْوَالِالن اسِ بِالْاءِثمِْ وَانَْتمُْ فرَِي      

 

Terjemahan: “dan jangan lah kamu memakan harta yang lain diantara kamu 

dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusanmu) harta 

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal engkau 

mengetahuinya”.6 

 
 Hal seperti ini seharusnya sudah dipahami oleh seorang wartawan, 

karena dengan mengetahui hal tersebut seorang wartawan akan bekerja 

dengan jujur dan baik, bukan sekedar mencari keuntungan yang akan 

merugikan orang banyak. Masyarakat sudah lama terganggu dengan 

keberadaan wartawan  amplop, yakni wartawan yang menyalahgunakan 

profesinya dengan tujuan mencari uang serta mencari keuntungan pribadi. 

Wartawan amplop jelas bahwa dia sudah melanggar kode tik jurnalistik 

yang sudah jelas ada, maka wartawan yang melakukan pelanggaran 

profesinya berarti bukan lagi seorang wartawan profesional. Selain itu 

pelanggaran tersebut juga melanggar ketertiban dan harus ditertibkan 

karena menjadi pencemar citra wartawan. 

 Budaya amplop juga mengurangi profesionalisme para wartawan, 

termasuk bobot berita.7 Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua 

peristiwa layak di laporkan atau dijadikan berita. Sebuah peristiwa layak 

                                                             
6 Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahaannya (Bandung: PT Sygma 

Examadia arkanleema, 2009).Hal 541 
7 Adun Haes, “Mana Amplop Wartawan dan Wartawan Amplop?,”Dalam Liputan 

Aceh.Com, 20 April 2018. 
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diberitakan (Fit to Print) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau 

news value, seperti aktual, faktual, penting dan menarik. Sebuah amplop 

dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak profesional 

dalam menulis berita secara berimbang (Balanced), cover both side dan 

memegang doktrin kejujuran (fairness doctrine). Jika dengan demikian 

pembaca ataupun penikmat berita tidak bisa menikmati informasi secara 

utuh dan berimbang. 

 Sebagai organisasi profesi jurnalis, maka perlu kita melihat seberapa 

profesional wartawan dalam menjalankan kinerjanya dalam bidang 

jurnalistik. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, sehingga peneliti 

tertarik mengambil penelitian dengan judul Skripsi :  

“Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6”. 

C. PERTANYAAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

a) Bagaimana pemahaman wartawan Aji terkait kode etik jurnalistik 

pasal 6 ?. 

b) Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 dalam 

meningkatkan kinerja aliansi jurnalis independen (AJI) Lampung 

?. 

Fokus penelitian Skripsi ini yaitu Studi pasal 6 kode etik jurnalistik. 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
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Penelitian ini memiliki sasaran yang hendak dicapai dengan maksud 

untuk mencari titik temu atau jawaban yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang telah disebutkan. Tujuan dan manfaat dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut:  

a). Tujuan penelitian 

  Berorientasi dari rumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pemahaman wartawan Aji terhadap 

Undang-undang no 40 tahun 1999 pasal 6. 

2. Untuk meneliti penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 

dalam meningkatkan kinerja AJI Lampung. 

b). Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah 

sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dan referensi guna menerapkan ilmu 

jurnalistik dalam bidang kode etik jurnalistik. 

2. Sebagai pengembangan penelitian lanjutan dan bahan 

pembanding dengan penelitian yang sejenis. 

E. PENELITIAN RELEVAN 

Bagian ini menurut kajian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian terdahulu (Prior research) tentang persoalan yang akan dikaji 

dalam proposal atau skripsi. Untuk itu pada bagian ini ditinjau kritis 
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terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan. Sehingga dapat ditentukan 

dimana posisi yang akan dilakukan pembedaan. Berdasarkan pengertian 

tersebut, penulis mengutip skripsi terkait dengan persoalan yang akan 

diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuatkan 

Skripsi. Bagian ini, akan memperlihatkan perbedaan tujuan yang ingin 

dicapai oleh masing-masing peneliti. 

Berdasarkan hal tersebut akan disajikan kutipan pertama hasil 

penelitian tentang “Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan 

Jurnalisme Online, Studi Pada Media Online Saibumi.Com Dan 

Jejamo.Com Di Bandar Lampung Tahun 2018”. Berdasarkan penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa:  Perkembangan media Sangat pesat, 

terutama media online. Dari berkembangnya media tersebut masih 

diragukan apabila semua wartawan media online tersebut sangat patuh 

terhadap kode etik,  bahkan nama wartawan disalah gunakan untuk memeras 

dan melakukan tindakan pungli terhadap narasumbernya. Perkembangan 

media online tersebut selain memberikan dampak negatif juga memberikan 

dampak positif, salah satunya mudahnya mengakses suatu informasi hanya 

melalui handphone, laptop dan lain lain. Dengan berkembangnya media 

online juga mempermudah kita mengakses suatu informasi bukan hanya 

melalui tulisan, tetapi bisa melalui video, grafik, foto dan lain lain. Selain 

persamaan penelitian tersebut memiliki perbedaan, antaranya penelitian 

pertama mengambil objek media online Saibumin.com dan Jejamo.com 
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sedangkan penelitian yang saat ini mengambil objek Aliansi jurnalis 

independen.8 

Selain itu kutipan penelitian tentang “Aplikasi Kode Etik Jurnalistik 

dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Analisis Isi Dalam Laporan 

Utama Buletin Slilit Arena UIN Sunan Kalijaga)” berdasarkan penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik berisi pasal-pasal 

yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh dewan pers dan komunitas pers. 

Kode etik jurnalistik merupakan acuan untuk seorang wartawan untuk 

melakukan praktik jurnalistik, seperti mencari berita, mengolahnya dan 

mempublis informasi yang sudah didapatkan. Pasal tersebut terdiri dari 11 

pasal yang mengatur dua hal, yaitu produk jurnalistik dan prilaku jurnalistik. 

Produk jurnalistik tersebut berupa berita, tajuk rencana, opini, artikel, 

resensi buku. Sementara prilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan 

wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistiknya. Sikap atau tindakan 

tersebut harus sesuai dengan kode etik, seperti profesional dalam liputan, 

berimbang dalam menuls berita dan tidak menyalahgunakan profesi serta 

tidak menerima suap. Selain persamaan penelitian memiliki perbedaan yang 

dilakukan, penelitian ini mengambil objek pers mahasiswa.9 

Menurut kutipan skripsi tentang “ penerapan kode etik jurnalistik 

dewan pers dalam pemberitaan dimedia massa” berdasarkan penelitian 

                                                             
8 Skripsi agus Prasetyo, Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalisme 

Online Studi Pada Media Online Saibumi.Com Dan Jejamo.Com Di Bandar Lampung (Bandar 

Lampung: Universitas Lampung, 2018). 
9 Nurul Hidayati Yunaida, Aplikasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pers Mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik memiliki tujuan 

mewujudkan praktik-praktik jurnalisme yang sehat, bebas dan bertanggug 

jawab. Bertanggung jawab yang dimaksud dengan cara tidak melakukan 

penyalah gunaan profesi dan men erima suap. Dengan begitu praktik yang 

dilakukan benar benar dengan menggunakan kaidah kode etik jurnalistik. 

Subtansi keberadaan kode etik jurnalistik yaitu menegakkan kebenaran 

dalam praktik dari pelaksanaan tugas jurnalistik. Kesadaran tersebut 

bertumpu pada insan pers yakni sebagai subyek dan obyek. selain 

persamaaan, penelitian ini memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah sama 

sama membahas kode etik hanya saja objeknya dimedia massa.10 

Berdasarkan penelitian di atas nampak ada sedikit kesamaan tentang 

penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, ada perbedaan yang nyata tentang 

ruang lingkup yang dilakukan, antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian sekarang. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian 

penulis yang berjudul” Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada 

Pasal 6”, Sepengetahuan penulis belum pernah diteliti. 

F. METODOLOGI PENELITIAN 

a). Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                             
10 Widyawati, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di 

Media Massa (Semarang: UIN Walisongo, 2010). 
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Menurut jenis data yang digunakan dalam penelitian, maka 

penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: penelitian kualitatif 

dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan diri ketika sudah berada pada lingkungan masyarakat. 11 

 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan 

(field research). Penelitian Ini merupakan penelitian yang 

dilakukan secara langsung yang bertujuan mempelajari secara 

mendalam sesuai dengan realita dan keadaan sekarang ini, serta 

interaksi langsung dengan ketua AJI, dan wartawan AJI. 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor aliansi jurnalis independen 

Bandar Lampung, Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitianyang memberikan sebuah gambaran atau uraian atas 

sebuah keadaan sebagaimana yang diteliti dan dipelajari 

sehingga hanya merupakan suatu fakta.12 

                                                             
11 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013).Hal 6 
12 Ronny kountur, Metodologi Penelitian (Jakarta: PPM, 2013).Hal 53 
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Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal  lain 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan 

dari orang atau prilaku yang yang dapat diamati. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif 

dalam penulisan skripsi ini menggambarkan fakta apa adanya 

dengan cara yang sistematis dan akurat, tentang Studi Kode Etik 

Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6, yaitu penyalahgunaan 

profesi dan menerima suap. 

b). Sumber Data 

Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta, angka dan 

kata yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan 

pengertian tersebut, subjek penelitian akan diambil datanya dan selanjutnya 

akan disimpulkan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. 

Penelitian menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini, yaitu 

data primer dan data skunder. 

 

 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang 

memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang 
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diperoleh langsung dari sumber utamanya.13 Data penelitian 

diperoleh langsung dari subjek utamanya yaitu ketua aliansi 

jurnalis indpenden Lampung, dan Wartawan aliansi jurnalis 

independen Lampung. 

2. Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder adalah data penunjang yang berkaitan, 

dapat berupa buku-buku tentang subjek matter yang ditulis orang 

lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan 

hasil laporan.14 

Sumber data diharapkan dapat menunjang penulis dalam 

mengungkap data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga sumber data 

primer menjadi lebih lengkap. Data skunder yang peneliti gunakan berasal 

dari perpustakaan, gambar, dokumen dan sumber lain yang tentunya sangat 

membantu terkumpulnya data. Yaitu buku dewan pers: Standar Kompetensi 

Wartawan, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), Dewan Pers: Buku Saku 

Wartawan, (Jakarta:Dewan Pers, 2017), Bagir Manan: Pers, Hukum, dan 

Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), serta buku-buku lainya. 

 

 

c). Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
13 Zuhairi, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal 23 
14 Zuhairi.Hal 23 
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research) yang 

dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung, untuk 

mengetahui wartawan dalam menerapkan Kode etik Jurnalistik Pada Pasal 

6. Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau guna 

melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap 

muka antara penanya dengan responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal 

yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. 

Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data 

yang  lebih banyak sehingga peneliti dapat mengetahui melalui 

bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat 

melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui. Wawancara 

dilakukan dengan ketua aliansi jurnalis independen dengan fokus 

pencarian data mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam 

kinerja wartawan aliansi jurnalis independen Lampung. 

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan wartawan aliansi 

jurnalis independen dengan fokus pencarian data berita. Ditinjau 
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dari pelaksanaan wawancara dibedakan menjadi tiga bagian 

yaitu: 

a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. 

b. Wawancara Semiterstruktur  

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori 

in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan  dengan wawancara terstruktur. 

Tujuannya dari wawancara jenis ini adalah menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka. 

c. Wawancara Tidak Berstruktur 

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan datanya.15 

 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

Semi struktur, karena untuk menghindari pembicaraan yang 

menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan 

pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, 

diarahkan ke topik  yang akan di bahas, kemudian dipertanyakan 

kepada narasumber atau responden. Dalam hal ini, peneliti 

mengajukan pertanyaan- pertanyaan tentang Kode Etik 

Jurnalistik Pada Pasal 6  tentang penyalah gunaan profesi dan 

menerima suap kepada Bapak Hendry Sihaloho, Ketua Aliansi 

Jurnalis Independen Lampung. 

2. Observasi  

                                                             
15 Tajun Arifin, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Hal 208 
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Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penulisan. 

Secara  sederhana observasi adalah merupakan salah satu metode 

untuk mendapatkan data.16 Observasi menuntut peneliti untuk 

mampu  merasakan dan memahami fenomena-fenomena yang 

akan diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi partisipan dimana pengamat dilakukan 

terhadap suatu aktivitas yang akan diteliti tersebut.  Observasi 

dilakukan untuk mencocokan data yang telah diperoleh melalui 

wawancara dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini 

merujuk pada observasi terhadap wartawan aliansi jurnalis 

independen Lampung. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya 

sesuatu tertulis, tercatat yang terpakai sebagai bukti atau 

keterangan. Dokumentasi adalah metode yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari sumber sumber tertulis 

atau dokumen-dokumen baik berupa buku, majalah, catatan 

harian dan sebagainya. Data dari dokumentasi sangat 

bermanfaat bagi  penulis sebagai penyokong informasi 

dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam 

                                                             
16 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah (Yogyakarta: Andi Offset, 

1989).Hal 29 
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penelitian ini berupa sejarah AJI, dokumen dokumen lainya 

yang mendukung penelitian. 

d). Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

Teknik untuk mencapai keabsahan data atau kredibilitas data 

dilakukan dengan cara triangulasi. Menurut sugiyono, “teknik triangulasi 

adalah pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data dari 

berbagai cara, sumber dan waktu”.17 Dalam penelitian pemeriksaan atau 

pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. “triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik berbeda”. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

mengecek dengan observasi  atau dokumentasi. Bila teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber  data yang 

bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau 

mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda beda.  

Sedangkan triangulasi sumber adalah “untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek  data yang diperoleh melalui  

beberapa sumber”. Oleh karena itu data yang diperoleh kemudian dicek 

kembali dengan sumber data lainya sehingga dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya. 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012).Hal 270 
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e). Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mempermudah peneliti 

dalam penelitian, maka diperlukan adanya analisis data. Analisis data 

adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan dipresentasikan. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh 

dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang bermacam macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus.  

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah  

proses mencari dan menyusun  secara sistematis, data yang diperoleh 

berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.18 

Analisis data kualitatif bersifat induktif  yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Berdasarkkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang dengan 

teknik tringulasi dan hipot esis diterima maka, hipotesis tersebut 

berkembang dan menjadi teori. 

                                                             
18 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013).Hal .248 
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Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh berupa keterangan-

keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara 

holistik, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata dan gambar-

gambar dari pada  angka.19 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam menganalisis data 

tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang 

berangkat dari informasi AJI tentang kode etik jurnalistik dan Undang-

Undang No 40 tahun 1999 pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan 

menerima suap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Zuhairi, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.Hal 23 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kode Etik Jurnalistik 

a. Pengertian Kode Etik Jurnalistik 

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, 

himpunan atau perkumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang 

dibuat oleh wartawan dan untuk wartawan dan berlaku dikalangan 

wartawan juga. Tidak ada satu badan yang ditentukan oleh kode etik 

jurnalistik untuk kalangan wartawan selain kode etik jurnalistik itu 

sendiri.  

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang telah disepakati 

oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 

1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung 

berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama 

yang terjadi pada media pers elektronik. Bahwa dengan 

demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang 

berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika 

profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan 

integritas dan profesionalitas wartawan. Maka dibentuklah 

undang undang dasar No 40 tahun 1999 tentang pers.20 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak 

asasi manusia yang dilindungi pancasila, undang-undang dasar 1945, 

dan deklarasi universal hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan pers 

adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, 

guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan 

                                                             
20 Pers, Buku Saku Wartawan.Hal 29-30 
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Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab 

sosial, keberagamaan masyarakat dan norma-norma agama. 

b. Fungsi dan Peran Kode Etik Jurnalistik 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, 

pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut 

profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.21 Untuk 

menjamin kemerdakaan pers dan memenuhi hak publik untuk 

memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan 

landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam 

menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta 

profesionalisme. Berdasarkan hal tersebut, di wajibkan untuk wartawan 

Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalitsik. 

Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap 

profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi 

tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya, 

suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, 

dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar 

dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi 

oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalya 

ketentuan menurut undang-undang. 

Pada prinsipnya menurut undang-undang No. 40 Tahun 1999 

menganggap bahwa kegiatan jurnalistik atau wartawan merupakan 

                                                             
21 Sapto Anggoro, “Kode Etik Jurnalistik,” Tirto.id, 12 Mei 2016. 
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kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan 

penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar 

dan sebagainya, untuk perusahan pers radio, televisi dan film. Guna 

mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, 

keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, 

sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers 

itu sendiri.22 

Wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memilih 

syarat-syarat bersemangat dan agresif, prakarsa, kepribadian, 

mempunyai rasa tanggungjawab, akurat dan tepat, pendidikan yang 

baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara 

yang baik. Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers 

adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana 

tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan 

salah satu ciri hukum, termasuk Indonesia.23 

Namun kemerdekaan tersebut adalah kebebasan yang 

bertanggungjawab, semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial yang 

dijiwai oleh landasan moral. Karena dewan pers menetapkan Kode Etik 

Jurnalistik yang salah satu landasanya adalah untuk melestarikan 

kemerdekaan kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping 

merupakan landasan etika jurnalis. Diantara muatan Kode Etik 

                                                             
22 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). 

Hal.220 
23 RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Hal 175 
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Jurnalistik adalah Kode Etik dibuat atas prinsip bahwa 

pertanggungjawaban tentang penataanya berada terutama pada hati 

nurani setiap wartawan Indonesia.24 Bahwa tidak ada satupun pasal 

dalam Kode Etik Jurnalistik yang memberi wewenang kepada golongan 

manapun diluar dewan pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang 

wartawan Indoensia atau terhadap penerbitan pers. Karena sanksi atas 

pelanggaran Kode Etik adalah hak yang merupakan organisatoris dari 

dewan pers melalui organ-organnya. 

Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalistik tampak bahwa 

nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat 

penting, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan 

yang berbicara dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan- kenyataan yang ada 

tersebut melanggar Kode Etik yang ada, norma atau aturan hukum 

bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada 

pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab 

masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan media yang 

memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi Kode 

Etiknya. 

Di Indonesia referensi utama merujuk pada kode etik 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dimasa orde baru (1966- 

1998), kode etik inilah yang menjadi resmi karena pemerintah 

hanya mengakui PWI yang lahir pada 9 Februari 1946 sebagai 

                                                             
24 Bill Kovach & Tom Rosenstiel, The Elements of juurnalism, hal.153 



24 
 

 
 

satu-satunya tempat berhimpun wartawan indonesia. Monopoli  

itu baru berakhir setelah surat keputusan menteri penerangan 

yang mengakui PWI sebagai wadah tunggal organisasi 

wartawan dicabut pada tahun 1999.25 

 

Implikasi dari kebijakan baru itu, organisasi wartawan lantas 

tumbuh bak jamur dimusim penghujan. Pada tahun 1999 saja, 

setidaknya ada 24 organisasi jurnalis mengklaim eksis di Indonesia. 

Jumlah itu terus bertambah di tahun- tahun berikutnya. Banyaknya 

jumlah organisasi wartawan tersebut berdampak pada beragamnya 

kode etik jurnalistik yang dipakai diindonesia. Sebab, sebagian 

organisasi jurnalis itu memiliki kode etik sendiri untuk mengatur 

prilaku anggotanya. 

Banyaknya organisasi wartawan melahirkan kebutuhan 

untuk memiliki satu kode etik yang bisa menjadi rujukan semua 

organisasi. Organisasi yang mendapat tugas menjaga pers 

Indonesia, Dewan Pers, juga diberi mandat oleh undang undang 

nomor 40 tahun 1999 tentang pers untuk menyusun kode etik 

bagi wartawan, serta mengawasi dan pelaksanaan. Inilah yang 

kemudian berujung pada lahirnya Kode Etik Wartawan 

Indonesia (KEWI), yang disahkan oleh Dewan Pers dan 

diratifikasi oleh 24 organisasi wartawan, sesuai rapat koordinasi 

di Bandung pada 14 Maret 1999.26 

 

c. Kandungan Kode Etik Jurnalistik 

Pada tahun 2006 kode etik tersebut direvisi namanya menjadi 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didiratifikasi oleh 26  organisasi 

wartawan pada 14 maret 2006.27 Diluar perbedaan soal nama dan jumlah 

pasal, secara prinsip kode etik wartawan indonesia dan kode etik 

                                                             
25 Aliansi Jurnalis Independen, Pedoman Prilaku Jurnalis (Jakarta: Aji Jakarta, 2014).Hal 

59 
26 Independen. Hal 60 
27 Pers, Buku Saku Wartawan.Hal 29 
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jurnalistik memuat kaidah normatif yang sama. Inti sari dari kode etik 

Jurnalistik adalah sebagai berikut: 

1. Independensi 

2. Akurat dan Berimbang 

3. Tidak Beritikat Buruk 

4. Profesional 

5. Selalu Menguji Informasi 

6. Tidak Mencampurkan Antara Fakta dan Opini 

7. Asas Praduga Tak Bersalah 

8. Tidak Membuat Berita Bohong, Fitnah, sadis dan Cabul 

9. Melindungi Korban Kejahatan susila dan anak pelaku  

kriminalitas 

10. Larangan Menyalahgunakan Profesi dan Suap 

11. Hak Tolak, Hak Jawab dan Hak Koreksi 

12. Menghargai Kesepakatan dengan narasumber 

13. Menghindari Prasangka Deskriminatif dan Menghormati 

Privasi.28 

 

B. Wartawan 

a. Konsep Jurnalis Dan Wartawan 

Pada abad ke 19, jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk 

jurnal, seperti Charles Dickens pada awal karirnya. Dalam abad terakhir ini 

artinya telah menjadi seorang penulis untuk Koran dan juga majalah. 

Banyak orang mengira jurnalis sama dengan reporter, seseorang yang 

mengumpulkan informasi dan menciptakan laporan atau cerita. Tetapi, hal 

ini tidak benar karena dia tidak meliputi tipe jurnalis lainnya, seperti 

komunis, penulis utama, fotografer, dan desain editorial. Tanpa memandang 

jenis media, istilah jurnalis membawa konotasi atau harapan 

keprofesionalismenya dalam membuat laporan, dengan pertimbangan 

kebenaran dan etika. 

                                                             
28 Independen, Pedoman Prilaku Jurnalis.Hal 61-65 
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Wartawan adalah seorang yang melakukan jurnalis itu, yaitu orang 

yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya 

dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat 

di aplikasikan dalam media massa, seperti koran, televise, radio, film, 

dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber berita untuk ditulis 

dalam laporannya, dan mereka diharapkan untuk menuliskan sebuah 

laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut 

tertentu utnuk melayani masyarakat. 

Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh 

ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke amerika serikat. Istilah ini 

kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi kewartawanan misalnya, 

redaktur menjadi editor. Pada saat aliansi jurnalistik independent berdiri, 

terjadi kesadaran tentang istilah jurnalis ini. Menurut aliansi ini, jurnalis 

adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan 

dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, 

fotografer, dan desain grafis editorial. Akan tetapi pada kenyataan referensi 

penggunaannya, istilah jurnalis lebih mengacu pada definisi wartawan. 

Sementara itu, wartawan dalam pendefinisian persatuan wartawan 

Indoenesia, hubungan dengan kegiatan tulis menulis yang diantaranya 

mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. 

Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom 

yang biasa mengemukakan subjektivitasnya. Tidak mudah memberkian 

definisi tentang wartawan, demikian juga definisi mengenai pekerjaan. Bila 
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dikatakan wartawan adalah seorang yang menulis disurat kabar atau majalah 

tanpa menyinggung wartawan kantor berita, televisi, atau radio, nyatakan 

adanya wartawan yang tidak pernah menulis karena karena kedudukan serta 

tanggung jawabnya dalam hirarki perusahan pers tempat ia bekerja, 

pengarang, guru, mahasiswa, dosen, guru besar dan para ahli yang menulis 

banyak sedikitnya teratur dimedia cetak tanpa berpresentasi menyebut 

dirinya wartawan. 

Kendatipun pengecualian selalu ada, dalam konteks uraian ini, 

sebagaimana ketentuan hukumnya yang tertuang dalam Undang-Undang 

No.11/1996 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, bab I, pasal I, ayat 4 

yang disebut wartawan itu adalah karyawan yang melakukan pekerjaan 

kewartawanan adalah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan 

secara secara kontinu. Sementara itu, kewartawanan adalah pekerjaan, 

kegiatan, usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, 

pengelohan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-

gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahan pers, radio, televise dan 

film. Jadi wartawan pada dasarnya, adalah setiap orang yang berurusan 

dengan warta atau berita. Pengertian wartawan tercantum dalam undang-

undang No. 40/1999 tentang pers, bab I, pasal I, ayat 4. Wartawan adalah 

orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, 

siapapun yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan warta atau 

berita, biasa disebut wartawan, baik mereka bekerja pada surat kabar, 

majalah, radio, televisi, film, maupun kantor berita. 
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Mereka yang bekerja disurat kabar atau majalah, biasanya disebut 

atau dikelompokkan sebagai wartawan media cetak. Sebaliknya, mereka 

yang bekerja sebagai wartawan di radio, televise, atau film, disebut sebagai 

wartawan elektronika, sedangkan yang bekerja dikantor-kantor berita 

disebut wartawan kantor berita. Ada semacam hubungan perlawanan antara 

jurnalisme cetak dan elektronika, semacam hubungan perlawanan antara 

jurnalisme cetak dan elektronika. Hal seperti ini di amerika serikat sudah 

berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah besar pengkritik surat kabar, 

tampaknya, bersikeras bahwa jurnalis siaran adalah seperti jurnalis mereka 

diukur dengan standar mereka, namun keduanya memiliki sifat yang saling 

mengisi daripada bersaing namun tetap berbeda. 

Wartawan, menurut Adinegoro, ialah orang yang hidupnya bekerja 

sebagai anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi surat 

kabar, baik yang duduk dalam redaksi dengan bertanggung jawab terhadap 

isi surat kabar maupun diluar kantor redaksi sebagai koresponden, yang 

tugasnya mencari berita, menyusunya, kemudian mengirimnya kepada surat 

kabar yang dibantunya, baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan 

surat kabar yang member nafkanya. Singkatnya, ada dua jenis wartawan 

berdasarkan tugas yang dikerjakan, yaitu reporter dan editor. Istilah reporter 

berasal dari kata report yang berarti laporan dan orang nya disebut pelapor, 

jurnalis, wartawan, atau repoter. Jadi, seperti yang dikatakan Rosihan 

Anwar, reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis 
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berita sedangkan editor adalah orang yang menilai sebuah berita, 

menyunting berita, dan menempatkannya dalam kolom. 

Wartawan profesional yang memandang kewartawanan sebagai 

profesi yang memilih harkat, harus turut menjaga ancaman erosi terhadap 

martabat profesi. Wartawan berkerja untuk kepentingan segelintir pihak 

saja. Seorang profesional selalu emngutamakan kepentingan publik yang 

lebih luas atas kepentingan individual. Dalam konteks secara sosiologis, 

fungsi asosiasi profesi, disatu pihak, memelihara kewajiban moral para 

wartawan di pihak lain, dapat terjaganya keberadaan media pers agar tetap 

memiliki kredibilitas dan martabat ditengah masyarakat. Dengan 

kedudukan itu, pers dapat menjalankan fungsinya dalam kemandiriannya 

sebagai institusi masyarakat. Pada hakikatnya, wartawan adalah juru cerita 

mengenai kisah tentang kehidupan. Ia berhadapan dengan berbagai unsure 

dasr yang penting bagi masyarakat. Wartawan memberikan informasi yang 

sangat dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan mereka sehari-hari. 

Wartawan memberitahukan kepada masyarakat mengenai apa yang 

dilakukanorang lain dalam negerinya. Wartawan menceritakankepada 

masyarakat tentang apa yang sednag terjadi antara mereka dan orang-orang 

yang berkedudukan di pemerintahan, bisnis, dan lapangan pendidikan. 

Pesan yang disampaikan wartawan acakali merupakan perekat yang 

mempersatukan masyarakat. 

Seorang wartawan yang baik, harus dapat membuat laporan 

demikian rupa sehingga beritanya menjadi hidup, dan pembaca dapat 
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melihat apa yang ditulisnya seakan-akan ia ikut melihatnya sendiri. Ia juga, 

lanjut Lubis, harus membangun gengsi bahwa ia adalah seorang wartawan 

yang objektif yaitu memperlakukan sama semua orang, tanpa pilih kasih. 

Janganlah seorang wartawan menutupi kesalahan kawan-kawanya sendiri, 

tetapi menyiarkan keburukan orang lain yang bukan kawannya. Jika Ia 

berhasil membangun gengsi serupa itu, dalam hal ini akan amat 

memudahkannya melakaukan kewajibannya. 

Dalam pandangan Douglas Cater, editor the reporter, wartawan yang 

baik percaya bahwa kemajuan dating melalui perdebatan dan kontroversi, 

ia percaya pada kekuatan-kekuatan membasuh dan membersihkan dari 

publisitas, ia musuh sejati dari keberhasilan. 

Menurut J. Casey dari Chycago Daily News, sifat-sifat yang harus  

mempunyai wartawan itu pertama-tama ialah harus mempunyai mata dan 

telinga yang licin ada juga gunanya, kendatipum tidak begitu penting karena 

bukan perkataan wartawan itu yang terpakai, melainkan perkataan orang 

lain. Ia mesti mampu berbicara langsung kepoko persoalan sunggupun tidak 

menutup kemunkinan bahwa ada orang yang tidak setuju dengan cara ini. 

Wartawan harus memahami bahwa bagi setiap orang, nama dan alamat 

adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditulis, tanpa kesalahan. Ia harus 

mampu dan memahami latar belakang dari papa yang dilihatnya, juga harus 

mampu menulis sebuah cerita sebagai sebuah kenyataan yang saling 

berhubungan, bukan kejadian yang terpisah-pisah. 
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Di mata John Craig, seorang wartawan disebut baik selama tidak melupakan 

dasar pekerjaan wartawan siapa, apa, dimana, bilamana, dan mengapa, plus 

ketelitiannya. Menurut mantan redaktur Kota Chicago Daily News ini, 

seorang wartawan yang baik tidak pernah percaya begitu saja terhadap fakta 

yang ia peroleh. Kecakapan lain, tambah Craig, ialah kesanggupannya 

untukmenimbulkan kepercayaan laki-laki dan perempuan yang merupakan 

sumber berita, dan menjaga agar tidak merusak kepercayaan itu. Craig 

mampu menganalisis arti sejarah yang dilaporkannya kepada umum, dan 

menangkap bagian-bagian yang penting, bersedia melakukan pemeriksaan 

secara terus menerus merasa bangga terhadap pekerjaannya dan 

bersungguh-sungguh merasa bahwa tidak ada lagi yang lebih pentimg 

didunia ini selain pers yang cakap, adil, dan bebas. Jika Ia memiliki 

percakapan pikiran yang kuat yang dinamakan nose for news, berarti ia telah 

menjadi wartawan yang baik.  Jika tuhan memberikan pula kepadanya 

kecakapan untuk menulis yang menarik dan bersuasana, ia lalu menjadi 

wartawan besar.29 

Sesungguhnya, wartawan itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. 

Jurnalisme adalah berpaduan antara seni dan ilmu. Itulah sebabnya, 

mengandalkan bakat saja tidaklah cukup untuk dijadikan modal sebagai 

wartawan. Terlebih lagi untuk menjadi wartawan yang baik, yang 

                                                             
29 Harmin Hatta, Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik jurnalistik wartawan Kota 

Makassar, Skripsi. (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2012), hal.20. 
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professional. Dulu, memang pernah ada ungkapan dikalangan tokoh-tokoh 

jurnalistik, wartawan biasa dididik atau diciptakan. Ada yang berpendapat 

bahwa wartawan hanya perlu pengetahuan yang cukup serta  pengalaman. 

b. Penyalahgunaan Profesi Wartawan 

Penyalahgunaan Profesi adalah melakukan tindakan yang tidak 

sesuai dengan fungsi awal yang dikerjakan, didalam jurnalistik 

penyalahgunaan profesi masuk kedalam pelanggaran yang tercantum 

didalam undang-undang no 40 tahun 1999 pasal 6. Penyalahgunaan profesi 

merugikan berbagai pihak, seperti media, citra wartawan dan merugikan 

pembaca atau penikmat berita.  

“Penyalahgunaan profesi biasanya disebut wartawan bodrek 

atupun wartawan gadungan. Wartawan gadungan atau wartawan 

bodrek tentu saja bukanlah wartawan dalam arti sebenarnya. Mereka 

hanya menunggangi pers untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

Cuma berbekal kartu pers, atau bukti lembaran surat kabar yang 

hanya terbit satu-dua edisi, mereka mendekati narasumber dengan 

alasan ingin wawancara namun ujungnya meminta uang. Bahkan tak 

jarang dengan cara pemerasan”.30 

 

Alat ukurnya adalah kode etik. Artinya, pertama, informasinya 

sudah sesuai fakta dan kebenaran, karena tugas pers profesional hanya 

mengemukakan fakta dan kebenaran. Sudahkah yakin beritanya sesuai fakta 

dan kebenaran. Sudahkah menggunakan sumber yang layak dipercaya? 

Sumber itu sudah berimbang atau tidak? Fakta-fakta yang diterima, apakah 

sudah diuji kebenarannya atau diverifikasi? Kemudian, terakhir, berita itu 

untuk kepentingan umum atau tidak? Wartawan profesional harus bertanya 

                                                             
30 Bekti Nugroho Samsuri, Pers berkualitas masyarakat cerdas, ( Jakarta: Dewan Pers, 

2013), Hal. 127  
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dulu kepada dirinya, apakah beritanya sudah patut. Alat ukurnya adalah hal-

hal elemen dari kode etik jurnalistik. 

c. Jenis - Jenis Penyalahgunaan Profesi Wartawan 

Penyalahgunaan profesi adalah bekerja tidak sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang no 40 tahun 

1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. 

1. Independensi 

Pelanggaran yang kerap terjadi berkaitan dengan  

independensi. Kode Etik Jurnalistik menempatkan prinsip 

“independensi” sebagai pasal pertama. Itu menunjukkan arti 

pentingnya prinsip independensi. Kode Etik Jurnalistik juga 

memberi penafsiran yang terang benderang tentang klausul 

independen itu, yaitu “jurnalis  harus memberitakan peristiwa 

atau fakta sesuai dengan hati nurani  tanpa campur tangan, 

paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk  pihak pemilik 

perusahaan pers.” Ada dua poin yang harus dipegang  teguh 

wartawan untuk menjaga independensi, yaitu mendengarkan 

“hati  nurani” dan “menolak campur tangan”.31 

2. Menerima Suap, Pengamat media Atmakusumah Astraatmadj, 

menjabarkan kategori suap, yaitu:32 

- Pemberian (gratis) kepada wartawan berupa 

karcis/tiket pertunjukan kesenian (musik, film, 

                                                             
31 Tim Aji Jakarta, Pedoman prilaku jurnalis ,(Jakarta: AJI, 2014 ),Hal 70. 
32 Atmakusumah, Hadiah   Kebebasan   yang  Sangat  Berharga”     makalah   yang 

disampaikan saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 16 Mei 2002. makalah ini ibukukan 

oleh Tim Penulis AJI, Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia, Hal. 7 
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teater, tari, dsb) untuk keperluan promosi atau 

resensi dari pihak yang terlibat dalam 

pertunjukan tersebut. 

 

- Pemberian berupa karcis/tiket pertandingan 

olahraga untuk keperluan pemberian atau ulasan 

dari pihak yang terlibat dalam pertandingan 

tersebut. 

 

- Ditraktir oleh narasumber berupa makan minum 

secara mewah atau agak mewah. 

 

- Pemberian narasumber berupa hadiah barang 

yang berharga mahal atau agak mahal. 

 

- Penyediaan fasilitas yang berlebihan secara gratis 

di ruang pers kantor-kantor 

pemerintah/perusahaan negara/swasta atau 

lembaga negara/swasta, lengkap dengan 

perangkat komputer serta pesawat telepon yang 

bisa digunakan tanpa batas. Lebih–lebih jika 

ditambahi dengan sarapan, makan siang atau 

makan malam serta kudapan yang serba gratis. 

 

- Undangan dari narasumber untuk meliput 

peristiwa luar kota dengan fasilitas (transport, 

penginapan, dan konsumsi) yang disediakan atau 

dijamin pengundang. 

 

- Undangan dari narasumber dengan berbagai 

fasilitas dan akomodasi plus uang saku dari 

pengundang. 

 

- Undangan dari narasumber untuk meliput 

peristiwa dalam negeri dengan fasilitas 

(transportasi, penginapan, dan konsumsi) plus 

uang saku dari pengundang. 

 

- Pemberian amplop (berisi uang) dari narasumber 

antara lain dalam konferensi pers atau briefing 

atau pada saat melakukan wawancara tanpa 

ikatan janji apapun antara kedua belah pihak. 

 

- Pemberian  tiket/karcis  dari  narasumber  kepada  

wartawan  untuk  pulang kampung atau 



35 
 

 
 

berwisata, sendirian atau bersama keluarga. 

Lebih lagi jika ditambah uang saku. 

 

- pembinaan pers dan wartawan di luar anggaran 

untuk program kegiatan bagian hubungan 

masyarakat (humas) kantor-kantor pemerintah 

daerah yang bukan amplop wartawan. 

 

- Suap/sogokan dengan ikatan janji untuk 

memberitakan atau sebaliknya, untuk tidak 

memberitakan sesuatu sesuai dengan permintaan 

pihak penyuap. Penyuapan atau penyogokan 

dapat berupa uang, barang dan pemasang iklan, 

atau jabatan dan kedudukan, serta fasilitas lain 

bagi wartawan dan perusahaan pers.33  

Ciri- ciri suap tersebut dibenarkan oleh ketua aliansi jurnalis 

independen Hendry Sihaloho Ketua Aliansi Jurnalis Independen, 

bahwa hal diatas memang benar34 

d. Ciri-ciri  Penyalahgunaan Profesi Wartawan 

Wartawan amplop, wartawan bodrek, atau sebutan yang lain, 

menjadi pergunjingan dikalangan humas. Tentunya fiil tidak senonoh para 

wartawan ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menggeneralisasikan kaum 

jurnalis indonesia. Dikalangan pers sering menuduh wartawan jenis ini 

sebagai Wartawan Tanpa Surat kabar (WTS).  

Wartawan WTS dalam arti positif  dapat disebut sebagai wartawan 

freelance, maksudnya tidak terikat secara kepegawaian pada suatu 

                                                             
33 Atmakusumah, Hadiah   Kebebasan   yang  Sangat  Berharga”     makalah   yang 

disampaikan saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 16 Mei 2002. makalah ini ibukukan 

oleh Tim Penulis AJI, Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia, Hal. 7 
34 Hendry Sihaloho, Ketua Aliansi Jurnalis Independen, wawancara oleh penulis di 

Kantor Aji Bandar Lampung, 27 Januari 2020. 
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penerbitan pers.35 Keuntungannya adalah wartawan tersebut dapat menulis 

berita sama seperti wartawan lainnya, hanya saja yang membedakan 

wartawan freelance dengan wartawan biasanya tulisan freelance dapat 

dimuat dimedia mana saja. Hanya saja wartawan semacam ini adalah 

wartawan yang tidak punya naungan, jadi mereka bebas melakukan apa 

saja, salah satunya suap dan menjadi wartawan bodrek. Ciri-ciri suap 

biasanya wartawan datang diacara dan wartawan meminta uang kepada 

penyelenggara acara. Wartwan mencari kesalahan dan hal negatif untuk 

dijadikan sebuah tulisan atau berita. Setelah mendapatkan informasi negatif, 

kemudian menghadapkanya kepada penyelenggara acara atau humas, jika 

berhasil mendapat amplop maka berita tersebut tidak akan diterbitkan.36 

Gagasan untuk menyusun pedoman perilaku jurnalis juga  didorong 

fakta banyaknya kasus pelanggaran etika oleh  wartawan Indonesia. 

Setidaknya itu tercermin dari jumlah  pengaduan masyarakat kepada Dewan 

Pers yang cenderung meningkat. Memang, tidak semua pengaduan berujung 

pada “vonis” pelanggaran kode etik dari Dewan Pers. Tapi, meningkatnya 

angka  pengaduan bisa menjadi salah satu indikasi ketidakpuasan khalayak 

atas  prilaku wartawan atau karya jurnalistiknya. 

“Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, 

mengungkapkan selama periode Januari hingga November 2013, 

lembaganya menerima lebih dari 800 pengaduan. Trend ini 

meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan ke Dewan Pers 

pada tahun- tahun sebelumnya. Pada 2000-2003, Dewan Pers 

menerima 427 surat pengaduan; 2003 (101 pengaduan); 2004 (153); 

                                                             
35 Ashadi siregar, Etika Komunikasi, ( Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2006), Hal 

153 
36 Ashadi siregar, Etika Komunikasi, ( Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2006), Hal. 

153 
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2005 (127); 2007 (319); 2008 (424); 2009 (442); 2010 (514); 2011 

(511); dan 2012 (476).37 

Dari total 476 pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers pada 

2012, 164 di antaranya terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik 

Jurnalistik. Jenis pelanggaran paling dominan, sebanyak 44 kasus (26,35%), 

adalah membuat berita tak berimbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Tim Aji Jakarta, Pedoman prilaku jurnalis ,(Jakarta: AJI, 2014 ),Hal 69 
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BAB III  

SETTING LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen 

             Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir malalui sebuah deklarasi 

yang dlakukan oleh puluhan jurnalis dan aktivis yang sedang berkumpul di 

Sinargalih, Bogor, 7 Agustus 1994, kelahiran organisasi baru ini sebagai 

bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan 

membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekpresi.38 

       Pada waktu itu aji bergerak secara underground untuk 

memperjuangkan kebebasan pers, mendorong peningkatan profesionalisme 

jurnalis, dan mengkampanyekan kesejahteraan jurnalis. Tiga inilah yang 

kemudian menjadi tema utama kampanye dan kegiatan Aji di tahun-tahun 

berikutnya. 

        Salah satu bentuk pengendalian pemerintah Orde Baru terhadap 

pers pada masa itu adalah melalui mekanisme Surat Izin Usaha Penerbitan 

Pers (SIUPP).39 Salah satu bentuk perlawanan aji terhadap kebijakan itu 

adalah dengan menerbitkan media independen tanpa SIUUP. Sikap 

konfrontatif ini berujung pada penangkapan 4 anggota dan simpatisan AJI 

selama Orde Baru berkuasa. 

Represi Orde Baru terhadap pers berakhir setelah Soeharto jatuh 

saat terjadi reformasi tahun 1998. Era baru itu salah satunya ditandai 
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lahirnya undang-undang tersebut menjadi payung bagi kebebasan pers yang 

dinikmati jurnalis dan media saat ini. 

Setelah orde berganti dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi, 

AJI tidak lagi beroperasi dibawah tanah. Pergantian rezim ini tidak lantas 

membuat pers indonesia menikmati kebebasannya. Sebab, situasi baru ini 

melahirkan tantangan dan masalah baru yang itu harus dihadapi jurnalis dan 

pers indonesia, juga AJI. 

Setelah 1998 AJI tetap berfokus pada perjuangan nilai-nilai Tri 

Panji AJI yaitu kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. 

Hingga tahun 2018, organisasi ini memiliki 1.800 anggota yang tersebar di 

38 AJI kota, dari ujung barat hingga timur Indonesia, salah satunya AJI 

Lampung. Cikal bakal kelahiran AJI Lampung antara lan juga dimatangkan 

oleh berbagai masalah antara tahun 1996-1999 yang itu mendorong adanya 

perlawanan dari elemen masyarakat sipil. Situasi itulah yang 

membangkitkan masyarakat sipil melawan kebijakan pemerintah daerah 

maupun DPRD yang dinilai tidak membela kepentingan masyarakat.40 

Kemudian Jaringan Jurnalis Pemantau Pemilu (JJPP) Lampung 

yang sengaja dibentuk oleh 14 jurnalis dari berbagai media massa di 

Lampung untuk menjalankan program pendidikan politik dan pemantau 

selama pemilu 7 juni 1999 lalu. Namun  hanya beberapa wartawan yang 

secara sengaja bersedia bergabung membentuk AJI Lampug. Tiga jurnalis 

yang disebut sebagai pionir AJI adalah Oyos Saroso H.N, Budisantoso 
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Budiman, dan Fadilasari. Ketiga nya aktif menjalin kotak dengan AJI pusat 

yang berada di Jakarta. 

AJI Bandar Lampung dideklarasikan pada 31 Maret 2001 di 

Bandar Lampung, tepatnya di Hotel Indra Puri. Kepemimpinan AJI pertama 

dipimpin oleh Oyos Saroso HN dan Budisantoso Budiman (2001-2003) 

sebagai ketua dan sekertaris. Saat ini AJI dipimpin Oleh Hendry Sihaloho 

dan Dian Wahyu Kusuma sebagai ketua dan sekertaris. 

B. VISI dan MISI 

a. Visi 

       Terwujudnya pers bebas, profesional dan sejahtera, yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.41 

b. Misi 

1. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk 

mendapatkan informasi 

2. Meningkatkan profesionalisme jurnalis 

3. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers 

4. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman 

5. Memperjuangkan isu perempuan dari kelompok marjial 

6. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan 

7. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan dan 

kemiskinan.42 

 

 

 

C. STRUKTUR AJI LAMPUNG 
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Pengurus AJI Kota (Lampung) 

Hendry Sihaloho (Ketua) 

Dian Aji (Wakil Ketua) 

Bidang Pendidikan dan Organisasi 

Ricky P. Marly (Kordinator) 

Alfany Pratama 

Umar Robani 

Bidang Advokasi dan Ketenagakerjaan 

Andi Apriyandi (Kordinator) 

Zainal Asikin 

Diyan Ahmad 

Bidang Dana dan Usaha 

Vina Oktavia (Kordinator) 

Fajar Nurrohmah 

Sukisno 

Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal 

Eni Muslihah (Kordinator) 

Faiza Ukhti Anisa 

Latifa 

Majelis Etik 

Dr. Andy Corry Wardhani 

Wakos Reza Gautama 

Yoso Muliawan 
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Majelis Penyeimbang Organisasi 

Oyos Saroso 

Juwendra Asdiansyah 

Adian Saputra 

Anggota 

Reporter, Pewarta Foto, Video Jurnalis, Juru Kamera, Editor/Redaktur, 

Kurator Berita, Produser Siaran Berita, Editor Foto Berita, Editar Video 

Berita, Periset Berita, Kolumnis, Ilustrator Berita, Karikaturis, Perancang 

Grafis Berita, Pengecek Fakta, Penulis Cuplikan Berita Tv dan Jejaring 

Sosial, Pembaca Berita Tv dan Radio, Jangkar Berita (News Anchor), 

Jurnalis Warga dan Jurnalis Mahasiswa. 43 

D. LOGO AJI 

Logo adalah sebagai tanda atau ciri khas sebuah organisasi ataupun 

instansi, begitu juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Logo AJI 

mengguakan ilustrasi burung dan pena dan bertuliskan Aliansi Jurnalis 

Independen tentu hal tersebut mempunyai makna atau filosofi. Berikut 

adalah Filosofi logo AJI Lampung. 

Ilustrasi pena mempunya filosofi atau makna bahwa organisasi ini 

berkiprah didunia tulis menulis ataupun jurnalistik. Ilustrasi burung 

menggambarkan bahwa kebebasan berekspresi layaknya burung terbang di 

udara dan tulisan Aliansi Jurnalis Independen mempunyai makna bahwa 
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logo tersebut milik AJI sedangkan Bandar Lampung Penegasan bahwa 

organisasi AJI tersebut berkiprah di Kota Bandar Lampung, Lampung.44 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Web Aliansi Jurnalis Independen, Senin 3 Februari 2020, Pukul 

13.00 Wib 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Wartawan Aliansi Jurnalis Independen Terhadap Kode Etik 

Jurnalistik Pasal 6 Tentang Penyalagunaan Profesi dan Menerima 

Suap. 

Etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat namun juga dalam menjalani suatu profesi tertentu yang 

kemudian disebut dengan etika profesi. Etika profesi juga dipahami sebagai 

nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional 

tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu. 

1. Pemahaman wartawan Aliansi Jurnalis Independen tentang 

kode etik jurnalistik pasal 6. 

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI), 

wartawan disebut sebagai profesi. Ada empat atribut profesional 

yang melekat padanya. Pertama, otonomi. Ada kebebasan 

melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri. Kedua, komitmen 

yang menitik beratkan pada pelayanan bukan pada keuntungan 

ekonomi pribadi. Ketiga, adanya keahlian. Menjalankan suatu 

tugas berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan 

bersistemik tertentu. Keempat, tanggung jawab. Kemampuan 

memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan Kode Etik 

mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kode 
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Etik sangatlah penting bagi wartawan untuk dipahami, seperti 

halnya atribut kedua yang menjelaskan tentang komitmen yang 

menitik beratkan pada pelayanan bukan pada keuntungan 

ekonomi pribadi atau tidak menerima sogokan serta tidak salah 

menyalah gunakan profesi hanya mencari sebuah keuntungnan, 

seperti yang tertera pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Alfany 

Pratama anggota Aji mengatakan kepada peneliti saat bertemu di 

Taman Kihajar Dewantara, Alfany mengatakan bahwa, 

“sebagai wartawan seharusnya menekankan marwahnya 

sebuah profesi jurnalis, karena jurnalis sebuah profesi yang tidak 

bisa disuap ataupun diberi amplop. Seorang wartawan kalau 

sudah melakukan penyalahgunaan profesi berarti sama saja 

mereka merendahkan profesi kita, bahkan bukan hanya 

merendahkan diri sendiri tetapi merendahkan profesi jurnalis 

semuanya”.45 

 

Dari penjelasan Alfany tersebut dapat diartikan bahwa 

sebuah profesi harus mentaati sebuah peraturan, seperti halnya 

sebuah profesi jurnalistik, wartawan harus taat kepada kode etik 

jurnalistik, karena marwahnya jurnalis berada di kode etik 

jurnalistik. Selain itu Arfany juga mengungkapkan bahwa 

anggota Aji selalu diberikan pemahaman tentang kode etik 

jurnalistik sebelum resmi menjadi anggota Aji. 

“ jadi pemahaman pertama itu kita diajarkan tentang apa itu 

tripanca aji, perjuangan-perjuangan aji dan kita sering diskusi 

terkait masalah pers, bahkan kita diberikan kerja sama dengan 

perusahaan perusahaan untuk diberikan pemahaman untuk tidak 

memberi suap dan diberikan pembekalan tentang marwahnya 
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jurnalis itu apa, kalau kita menerim suap nanti dampaknya apa, 

apakah direndahkan apakah dicampakan”.46 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum 

masuk sebagai anggota Aji, terlebih dahulu calon anggota 

diberikan pemahaman terkait pers, agar marwahnya pers benar-

benar dijalankan oleh seorang wartawan. 

Melihat penjelasan tentang Kode Etik diatas, Kode Etik 

bagi seorang wartawan dalam dunia jurnalisme sangatlah 

berpengaruh sebagai kehidupan dan profesionalisme. Sejatinya, 

seorang wartawan adalah intelektual yang mengabdi di 

Universitas Kehidupan. Wartawan tidak hanya seorang pekerja 

profesional di media massa dimana wartawan tersebut 

ditugaskan. Sebagai seorang intelektual, wartawan tidak boleh 

berhenti belajar dan terus menerus memberi pencerahan kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, wartawan harus menjadikan 

medianya sebagai tempat masyarakat mendapatkan kuliah 

kehidupan berupa informasi dan berita yang dapat meningkatkan 

kualitas dan harkat martabat kemanusiaan. Andi Apriyadi 

anggota Aji yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi 

dan Ketenagakerjaan juga mengungkapkan bahwa; 

“Kode Etik Jurnalistik adalah aturan-aturan atau norma-

norma yang berlaku bagi para wartawan, sebab walaupun 

wartawan diberikan amanat oleh undang-undang no 40 tahun 

1999 tentang kebebasan mencari dan menulis berita tapi mereka 

tidaklah bebas sepenuhnya mereka tetaplah dibatasi oleh rambu-
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rambu. Rambu-rambu itu dalah rambu-rambu etika dan norma 

sosial yang berlaku di masyarakat, salah satu rambu yang 

mengatur wartawan dalam menjalangkan tugas adalah Kode Etik 

Jurnalistik. Walaupun seorang wartwan terampil dalam menulis 

berita, pandai dalam berwawancara dan menggalih informasi 

namun tidak memahami tentang Kode Etik maka percuma saja. 

Dan Kode Etik pasal 6 tentang tidak menerima suap betul-betul 

harus diterapkan karena apabila seorang narasumber telah 

memberikan sesuatu kepada seorang wartawan, maksud 

narasumber juga belum jelas misalnya apakah narasumber 

menginginkan agar wartwan tidak mempublikasikan beritanya 

atau beritanya harus ditulis sesuai keinginan narasumber maka 

akan menjadi pelanggaran Kode Etik bagi seorang jurnalis. Dan 

apabilah ada seorang wartawan yang melaggar pasal no. 6 maka 

dia akan bersifat independen tidak ada pihak manapun yang dapat 

menginterpensi hal tersebut”.47 

 

2. Pemahaman Wartawan AJI Terhadap Budaya Amplop. 

Pada dasarnya wartawan identik dengan pergaulan yang 

luas. Bahkan ada anggapan profesi wartawan adalah professi 

“basah” karena banyak disegani berbagai kalangan bahkan 

profesi wartawan adalah satu-satunya profesi yang kebal hukum. 

Berbagai kritik tajam tertuju pada wartawan dan semakin 

mengukuhkan masyarakat bahwa dunia wartawan selalu lekat 

dengan dunia amplop. 

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana 

pendapat informan jika dikatakan profesi wartawan adalah 

profesi “basah”. Basah yang dimaksudkan adalah dekat dengan 

hal-hal berbau pelanggaran, misalnya suap menyuap. Pertanyaan 

ini ditujukan sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan 
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persepsi mereka terhadap istilah “basah” agar dapat diketahui 

sejauh mana pengalaman mereka terhadap profesi yang di geluti. 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa informan 

membenarkan anggapan “basah” bagi profesi wartawan memang 

tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi dalam menyikapi fenomena 

tersebut informan memberikan pendapatnya masing-masing. 

Seperti yang di ungkapkan Alfany wartawan berlatar belakang 

dari pers mahasiswa tersebut mengungkapkan, 

“jadi masalah suap ataupun profesi basah ini merupakan hal 

rumit, karna bukan hanya jurnalis saja yang bisa disuap, tapi 

instansipun bisa disuap. Biasanya kita saat liputan sering dikasih 

namanya amplop, dan kalau kita mau menolakpun kita juga gak 

enak, karna disitu wartawan bukan Cuma ada satu, tapi 

banyak”.48 

Alfany juga menegaskan bahwa setiap mendapat tawaran 

amplop sungkan untuk menolaknya, karena wartawan yang 

meliput tidak hanya satu atau dua orang, akan tetapi banyak. 

Selain itu wartawan harus mempenyai hubungan baik kepada 

narasumber, hal tersebut bertujuan agar wartawan mempunyai 

relasi kepada narasumberi. Dikhawatirkan apabila wartawan 

menolak amplop yang diberikan, narasumber akan  merasa 

tersinggung dan memutus relasi antara narasumber dan 

wartawan.  

“Biasanya kita terima, tapi setelah sampai kantor kita kasih 

kepimpinan, dan biasanya pimpinan akan mengembalikan 

amplop tersebut dengan disertakan surat penolakan. Tujuannya 
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diberikan surat tersebut untuk menjaga marwahnya sebagai 

profesi jurnalis, sekaligus kita mengingatkan kepada narasumber 

kalau jurnalis tidak boleh menerima apapun dari narasumber”.49 

 

Alfany mengaku saat melakukan peliputan sering diberikan 

amplop oleh narasumber. Selain memberikan amplop, biasanya 

narasumber memberikan bingkisan berupa kaos, sovenir, botol 

minum dan barang-barang lainnya. pemberian tersebut sebagai 

ucapan terimakasih. Andi Apriyandi Informan lain 

mengungkapkan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan 

sebuah pencitraan. 

“Istilah basah ini muncul, karena sebetulnya profesi 

wartawan itu kan terkait dengan pencitraan tadi. Orang takut 

kalau dirinya dicitrakan jelek, makanya orang selalu berlomba 

untuk memanfaatkan wartawan supaya mencitrakan baik, 

berlomba. ini ada satu celah bagi orang-orang atau oknum-oknum 

yang dengan sengaja itu memanfaatkan profesi ini untuk mencari 

celah diluar konteks profesionalismenya tadi”.50 

 

Berbeda dengan yang diungkapkan Derri Nugraha dan Faiza 

Ukhti Anisa terkait profesi basah. Faiza Ukhti Anisa 

mengungkapkan bahwa, 

“Basah tidaknya itu tergantung dari kita sendiri, maksudnya 

setiap peluang itu mau diambil atau enggak. Tawaran-tawaran itu 

banyak, peluang untuk kita dapat lebih itu banyak. Misalnya, 

ketika itu konflik, itu pastilah mereka akan memberi berlebih lah 

untuk berita itu tidak dimuat atau apa. Nah disitu wartawan akan 

diuji juga bagaimana kita menerima itu, bijak atau enggak”51 
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Sedangkan Derri Nugraha anggota Aji yang baru bergabung 

di tahun ini mengungkapkan bahwa, 

“Memang benar, tidak sedikit yang demikian, tapi ada juga 

yang tidak seperti itu. Menurut saya, hal itu sangat bergantung 

pada bagaimana perusahaan memberikan kesejahteraan 

wartawannya. Tapi kita Melihat kondisi media juga, terkait 

dengan fasilitas dengan upah, gaji yang tidak sesuai. Hal inilah 

yang membuat susah wartawan untuk menghindari”.52 

 

Melihat beberapa pernyataan yang diungkapkan wartawan 

Aji, maka ditarik kesimpulan bahwa pandangan tentang profesi 

wartawan adalah profesi basah tergantung bagaimana perusahaan 

media mendidik dan mencukupi wartawan. Agar wartawan tetap 

menjadi profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

3. Uang Transportasi Dari Narasumber Apakah Suap  

Sudah bukan rahasia bahwa banyak perusahaan besar yang 

selalu menganggarkan uang transportasi untuk wartawan yang 

meliput kegiatan mereka. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah 

dilema bagi wartawan mengingat Kode Etik Wartawan Indonesia 

secara jelas mengatur bahwa wartawan tidak boleh menerima 

pemberian dari narasumber. Akan tetapi di kalangan wartawan 

masih banyak timbul perdebatan mengenai definisi “amplop”. 

Pemberian dari narasumber yang seperti apa yang masuk dalam 

kategori “amplop”. Apakah uang transportasi dari narasumber 

termasuk “amplop”, hal tersebut menjadi kebimbangan 
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dikalangan wartawan. maka tanggapan tentang hal tersebut 

muncul dari Alfany Pratama, 

“Amplop atau apapun bentuknya sama saja, hal itu tidak 

diperbolehkan bagi seorang wartawan untuk menerimanya, 

misalnya narasumber memberikan uang kepada wartawan dengan 

alasan uang itu untuk transport, hal itu tetap kami tolak mengingat 

profesionalisme kami sebagai wartawan”53 

 

Selain Alfany ketua Aliansi Jurnalis Independen Hendry 

Sihaloho Menegaskankan bahwa, uang amplop ataupun uang 

transportasi sama saja tidak diperkenankan untuk 

memnerimanya. Hendry Sihaloho juga menegaskan bahwa besar 

ataupun kecil uang yang diberikan narasumber kepada wartawan 

adalah tidak dibenarkan. 

“amplop ataupun uang transportasi sama saja, hanya saja 

beda istilah, intinya kalau wartwan menerima uang tersebut 

wartwan itu salah, karena sudah jelas di kode etik jurnalistik 

bahwa jurnalis dilarang menerima amplop ataupun uang dari 

narasumber, besar ataupun kecil sama saja”.54 

 

Andi Apriyandi juga mengatakan bahwa uang transportasi 

hanya beda istilah, tetapi intinya sama, dan wartawan tetap haram 

menerimanya. 

“Uang transport itu hanya kata lain dari amplop, walaupun 

kita mengetahui kadang narasumber memberikan itu hanya 

sebagai rasa terima kasih,  tapi kami juga harus menjaga 

profesionalisme kami sebagai orang media. Apalagi kalau dipikir 

secara matang. Memang kita tidak perlu diberikan amplop atau 

rasa terima kasih narasumber karena wartawan adalah sebuah 

profesi mencari dan menyiarkan berita kami mendapat salary dari 

perusahaan media, sama halnya dengan profesi lain misalnya 
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seorang guru yang mengajari muridnya kan tidak perlu lagi orang 

tua murid memberikan uang atau apapun kepada guru anaknya, 

karena mengajari murid adalah tugas seorang guru. Begitu juga 

dengan wartawan mencari berita sudah menjadi tugasnya”.55 

 

Sama halnya dengan Andi, Derri juga mengatakan demikian, 

bahwa uang transportasi merupakan satu kesatuan dengan 

amplop, 

“Uang transport tetaplah menjadi Amplop, mengapa kita 

mesti menerima uang transport dari narasumber sementara 

mencari atau meliput berita sudah menjadi tugas seorang 

wartawan. Seharusnya wartawan dan narasumber tidak perlu ada 

yang saling merasa tidak enak atau memiliki rasa terima kasih 

yang lebih karena kami dan narasumber saling membutuhkan”.56 

 

Dari pertanyaan yang dijawab oleh informan bisa ditarik 

kesimpulan bahwa mereka memahami. Bahwa uang transportasi 

merupakan bentuk yang sama dengan amplop.  

Wartawan yang bijak adalah wartwan yang selalu taat 

kepada kode etik jurnalistik dan selalu profesional dalam 

menjalankan tugasnya. Dari jawaban informan diatas ketua Aji 

menegaskan bahwa uang transportasi sama dengan uang lainya, 

dan wartawan tidak boleh menerimanya, 

“uang trasportasi bisa menggangu etik dalam bekerja, karena 

itu juga termasuk suap, karena dipasal 6 itukan ukuran suapkan 

dalam bentuk uang, barang, fasilitas, jadi termasuk suap. Kerena 

sejatinya kita tidak boleh menerima apapun dalam menjalankan 

kerja jurnalistik, karena itu bisa mempengaruhi independensi kita. 

Karena takutnya dikemudian hari narasumber tersebut bersoal, 

contoh di tangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terus apa 
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iya kita mau memberitakan narasumber, sedangkan kita sudah 

menerima uang darinya”.57 

 

Ketua Aji menegaskan bahwa seorang jurnalis harus 

independen, dari mana wartawan dikatakan independen tidak 

menerima apapun ketika mencari informasi.. Karena seorang 

jurnalis harus profesional dalam bekerja dan taat kepada kode etik 

yang berlaku. 

Profesional dalam melaksanakan pekerjaan dan mencintai 

pekerjaan adalah salah satu cara yang harus dilakukan oleh semua 

pekerja, karena hal tersebut dapat menjadi berkah sebagaimana 

pandangan Islam. Bahwa suatu pekerjaan tidak memandang 

persoalan profesi, baik profesi yang tinggi ataupun profesi biasa 

semuanya sama, hanya saja yang membedakan adalah dasar 

pengabdiannya. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-

Nahl ayat 97:  

ياَ حْيِينَ هُ حَ وَ مُؤْْ مِن  فَلَنُ مَنْ عَمِلَ صَا لِحًا مِنْ ذَ كَرٍ أوَْ أنُْشَى وَ هُ 

.سَنِ مَا كَا نوُايعَْمَلوُنَ هَُمْ أجَْرَ هُمْ بأحَْ ةً طَي ِبَةً وَ لَنَجْزِ يَن    
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki –laki 

mau pun perempuan dalam keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka 

kerjakan”. 

 

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas 

yang mulia, yang akan membawa diri seseorang pada posisi 
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terhormat, bernilai, baik di mata Allah SWT maupun di mata 

kaumnya. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja 

merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan Ibadah, 

Orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang 

beribadah. Selain itu manusia di tuntut untuk berusaha dan 

bekerja keras serta beramal sholeh didunia ini tetapi tidak 

meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah SWT, karena 

yang dibawa manusia kelak di akhirat hanyalah ketakwaannya, 

ketaatanya dan amalnya kepada Allah SWT bukanlah sebuah 

kenikmatan yang diperoleh manusia selama hidupnya di dunia 

ini. 

B. Penerapan  Kode  Etik  Jurnalistik  Pasal  6  Dalam  Kinerja Aliansi 

Jurnalis Independen 

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin pesat penyebaran 

sebuah informasi. Penyebaran tersebut merupakan dampak positif dari 

modernisasi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik bahkan 

semakin pesatnya penyebaran informasi. Penyebaran tersebut tidak lepas 

dari peran media, mulai dari media sosial ataupun  media cetak, elektronik 

bahkan semakin berkembangnya media online. Pesatnya perkembangan 

media online dinilai sangat mempengaruhi sebuah informasi, mulai dari isi 

dan  badan hukumnya. Media online cenderung mengutamakan kecepatan 

berita tanpa memperhatikan isi. Tidak hanya media online bahkan media 

media cetak ataupun elektronikapun diragukan akan independenya. 
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Dikarenakan semakin berkembang informasi cara mencari beritapun tidak 

sesuai prosedur, bahkan cenderung mengutamakan keuntungan.  

Dari situ penulis berusaha menelisik lebih jauh dengan mengambil 

tempat penelitian aliansi jurnalis independen lampung. Selain itu Berbicara 

masalah etika, khususnya dalam profesi jurnalistik (wartawan) sangatlah 

menghadapi tantangan yang besar terlebih dalam era globalisasi. Dari satu 

sisi, kemajuan dan perubahan teknologi mendorong perubahan nilai-nilai 

moral dan etika, dengan demikian makin kompleksnya masyarakat makin 

banyak dilema moral yang harus dipertimbangkan, di sisi lain hal ini 

menjadikan semakin sulitnya untuk menimbang secara jernih apa yang etis 

serta apa yang tidak etis. Hal ini paling tidak menjadikan etika sulit 

ditegakkan, meski etika juga semakin penting untuk menjaga kepentingan 

profesi. 

1. Cara menghindari amplop dari narasumber 

Keberadaan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sebagai 

norma atau disebut landasan moral profesi wartawan dikaitkan 

dengan nilai-nilai pancasila, oleh karena itu, Kode Etik Jurnalistik 

merupakan kaidah penentu bagi para jurnalis dalam 

melaksanakan tugasnya, sekaligus memberi arah tentang apa 

yang seharusnya dilakukan serta yang seharusnya ditinggalkan. 

Namun walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

praktek sehari-hari masih terdapat (tidak semuanya) berbagai 

penyimpangan-penyimpangan terhadap Kode Etik Jurnalistik 
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maupun terhadap ketentuan-ketentuan lain (norma-norma 

hukum) yang berlaku bagi profesi ini. Salah satu Kode Etik yang 

sulit dihindari oleh wartwan yaitu Kode Etik pasal 6 tentang tidak 

menerima suap. Hal ini bukan berarti wartawan ingin menerima 

suap. Namun mereka ditempatkan di posisi yang serba salah, 

kenapa demikian sebab terkadang ada situasi yang sulit dihindari 

narasumber sangat ingin memberikan ungkapan rasa terima kasih 

dalam bentuk amplop, namun hal demikian akan melanggar Kode 

Etik wartawan. Dengan demikian Ketua Aliansi Jurnalis 

Independen Hendry Sihaloho mengatakan bahwa, 

“jadi masalah amplop ini gak sama memahaminya untuk 

teman-teman jurnalis lainya, tapi kalau di Aji tidak boleh. Dan 

untuk menghindarinya ini yang agak-agak sulit, disatu sisi kita 

harus menjaga hubungan dengan narasumber, karena itu 

menunjang tugas-tugas jurnalistiknya. Kenapa, karena tidak ada 

informasi yang didapat kalau kita gak menjalin jaringan dengan 

narasumber, dan untuk menghindari atau menolak kita berikan 

sedikit pemahaman kalau kita hanya butuh informasinya saja, 

tidak untuk amplopnya. Kita kasih pemahaman kalau kerja 

jurnalis hanya informasi, kasih kami informasi, beritahu kami ada 

kejadian apa, dan ketika nanti saya butuh bisa saya hubungi, itu 

sudah cukup. Intinya apabila narasumber menghormati profesi 

kita dan menghormati jurnalis pasti narasumber paham dengan 

yang kita katakan”.58 

Dari penjelasan ketua Aji tersebut bisa ditarik kesimpulan 

bahwa cara menolak pemberian amplop atau suap dengan cara 

memberikan pemahaman kepada narasumber, jika kerja 

wartawan bukan menerima amplop, melainkan mencari informasi 
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yang ada. Lalu bagaimana seandainya wartawan yang meminta 

amplop kepada narasumber, dan wartawan memeras 

narasumber?. Ketua Aji kembali mengatakan, 

“ laporkan saja kepolisi, karena itu sudah jelas melanggar, 

wartawan kan tugasnya mencari informasi, bukan mencari 

keuntungan dari narasumber. Wartawan seperti itu yang merusak 

citra jurnalis, jadi laporkan saja kepolisi, biar polisi yang 

memproses”.59 

 

Selain itu Alfany mengungkapkan bahwa menolak amplop 

dari narasumber sangat tidak mudah, karena perlu adanya  

hubungan baik dengan narasumber. 

“ susah untuk menolak amplop dari narasumber, karena 

wartawan yang dikasih bukan kita saja tetapi semua wartwan 

dikasih, dan saya sering mendapat tawaran dari narasumber. Cara 

menghindarinya dengan cara menerima amplop tersebut lalu 

sesampainya dikantor kita kasih ke pimpinan, dan nanti pimpinan 

akan mengirimkan surat penolakan sekaligus mengingatkan 

bahwa kerja jurnalis mencari berita, bukan mencari uang. Jadi 

biasanya saya seperti itu”.60 

 

Senada dengan Alfany, Derri Nugraha juga mengungkapkan 

jika mendapat amplop dari narassumber akan disampaikan ke 

pimpinan dan pimpinan yang akan mengembalikan. 

“Kalau dikasih dan tidak enak menolak maka terima saja, 

lalu kita sampaikan kepada pimpinan dan pimpinan yang akan 

mengembalikan kepada narasumber tersebut. Itu cara yang baik 

agar narasumber tetap mempunyai hubungan baik dengan kita”.61 
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Lain halnya dengan informan diatas, Faiza Ukhti Anisa lebih 

melilih tidak menggunakan id card saat meliput. Tujuannya agar 

tidak dispesialkan dan tidak diberikan amplop. 

“biasanya kalau saya liputan jika dikhawatirkan akan 

mendapat uang ataupun amplop, saya lebih memilih tidak 

menggunakan id card, karena jika narasumber tau kita seorang 

wartwan pastilah kita akan dispesialkan dalam segi apapun. 

Karena mereka tau acara ataupun kegiatan mereka akan dipublis 

ke umum”.62 

 

Melihat fakta diatas Faiza Ukhti Anisa menegaskan bahwa 

seorang wartawan memegang teguh rasa profesionalisme. Maka 

dari itu banyak cara untuk menghindari pelanggaran Kode Etik 

Jurnalistik pasal 6 tersebut. Seorang wartawan selain harus 

memegang teguh rasa profesionalisme wartawan harus memilki 

moral yang tinggi Sebagai lembaga sosial yang dapat 

memberikan pengaruh sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan 

masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Jelas moral 

memegang peran penting dalam pers. Bahkan dalam beberapa 

hal, pers sendiri dapat berfungsi sebagai penjaga moral tersebut. 

Betapa membahayakannya apabila pers tidak dilandasi moral 

yang tinggi. Dengan demikian dalam menjalankan profesinya, 

wartawan harus memiliki integritas moral yang tinggi. 

Kode Etik Jurnalistik menyadari betapa penting dan 

berharganya moral dalam pelaksanaan tugas-tugas 
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kewartawanan. Itulah sebabnya salah satu asas dalam Kode Etik 

Jurnalistik tidak lain adalah asas moralitas. Artinya, Wartawan 

Indonesia dalam menjalankan pekerjaannya harus senantiasa 

berpegang pada moralitas yang tinggi. Dengan kata lain, 

wartawan yang dalam menjalankan pekerjaannya tidak dilandasi 

oleh moralitas yang tinggi secara langsung sudah melanggar asas 

Kode Etik Jurnalistik. 

Wartawan Indonesia dituntut untuk mengungkapkan 

kebenaran dan keadilan demi kepentingan masyarakat luas. Tak 

boleh ada niat dalam hati wartawan Indonesia untuk sengaja 

semata-mata merugikan pihak lain. Niat jahat atau niat baik dapat 

diukur dari parameter apakah sang wartawan sudah menjalankan 

prosedural dan standar yang telah ditetapkan Kode Etik 

Jurnalistik. 

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dengan jelas juga menyebut, 

“Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 

menerima suap”. Adanya pasal ini tanpa diragukan lagi wartawan 

Indonesia dalam melaksanakan pekerjaannya dilarang melakukan 

dan menerima sogok, suap dan sejenisnya. Larangan ini untuk 

menjaga moral wartawan agar tetap dapat menjaga indepensinya 

dalam menjalankan tugas yang diembannya. Dengan landasan ini 

para wartawan Aji harus menempuh kiat-kiat yang beragam demi 

untuk tetap memelihara Kode Etik para wartawan, mereka tidak 
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tergiur dengan amplop. Terkadang wartawan menerima amplop 

dari narasumber merupakan sebuah upaya untuk tidak 

mempermalukan narasumber didepan umum. Kemudian 

wartawan tetap mengembalikan amplop tersebut melalui 

sekertaris atau pimpinan Aji.  

Karena masalah suap tersebut merupakan masalah yang 

paling urgen dan terpenting dalam terlaksananya kerja jurnalis, 

maka hukuman yang setimpal adalah dengan dikeluarkannya atau 

dipecatnya dari instansi, seperti yang di katakan Hendry Sihaloho 

saat peneliti wawancara, 

“di Aji sendiri apabila wartawan ketahuan mengambil 

amplop dari narasumber maka akan kami tarik kartunya dan kami 

sidangkan, jika terbukti salah maka akan kami keluarkan dari Aji. 

Karena Suap ini menyangkut moralitas seorang jurnalis ataupun 

wartawan”.63 

 

Dari pernyataan informan tidak jarang wartawan mendapat 

tawaran amplop dan masih banyak wartawan yang menerima dan 

menolak secara langsung ataupun tidak langsung, dengan 

demikian banyak wartawan Aji yang memang sudah mengerti 

tentang bahayanya amplop. Walaupun kenyataannya mereka 

menerima amplop tetapi pada akhirnya amplop tersebut 

dikembalikan. 

2. Upaya AJI Mengingatkan Kepada Wartawan agar Tetap 
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Patuh Kepada Kode Etik Jurnalistik 

 Seorang wartawan dituntut untuk paham dan mematuhi 

Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana yang kita ketahui bersama 

bahwa tingkat professional wartawan dapat diukur dari 

patuhnya kepada ketetapan Kode Etik Jurnalistik. Untuk 

mendapatkan wartawan yang professional dan patuh terhadap 

Kode Etik Jurnalistik, Perusahaan Media harus turut serta, 

misalnya selalu mengingatkan dan memantau para wartawan 

mereka dalam mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. 

Misalnya di Aji, mereka melakukan berbagai upaya agar 

wartawan mereka tetap professional dalam menjalankan 

tugasnya. Seperti ungkapan Hendry Sihaloho Ketua Aji 

Lampung saat ditemui di kantor Aliansi Jurnalis Independen 

pada Senin, 27 Januari 2020 

“ Kami Selalu mengingatkan wartawan untuk selalu patuh 

terhadap kode etik, semua kode etik tak terkecuali pasal 6. 

Mulai dari diskusi, di acara pelatihan, seminar bahkan secara 

mulut kemulut kita selalu ingatkan. Selain itu juga kita juga 

memuat dalam berita, agar semua wartwan di Lampung tidak 

melakukan kesalahan pasal 6. Bukan wartawan Aji saja, tapi 

semua wartawan, mulai dari media cetak, elektronik, online 

bahkan pers mahasiswapun kami ingatkan”.64 

 

 Ketua Aji menekankan anggota untuk selalu taat kepada 

kode etik jurnalistik, bahkan Aji menjadikan poin penting saat 

penerimaan anggota baru, selain itu anggota yang bergabung 
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harus melaksanakan magang terlebih dahulu selama 6 bulan, 

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi. 

Seperti yang diungkapkan Derri Nugraha anggota baru 

disahkan pada tahun 2020 ini. 

 “jadi wartawan aji itu berpegang teguh pada kode etik 

jurnalistik, tidak menerima suap dalam bentuk apapun dan 

penyalahgunaan profesi, yang mana mengambil keuntungan 

pribadi. Selain itu aji mengutamakan kepentingan publik atas 

informasi yang diperoleh, jadi murni semua untuk kepentingan 

publik. Yang perlu dipahami di Aji sendiri sangat diharamkan 

untuk menerima suap, karena sangat merusak integritas 

wartawan itu sendiri sehingga tulisanyang dibuat tidak 

independen lagi”.65 

 

 Selain itu deri menambahkan bahwa sebelum 

rekruitment, calon anggota akan melaksanakan trening selama 

3 bulan, kemudian dilihat perkembangannya. Apabila 

dinyatakan pantas, maka  wartawan tersebut bergabung 

dengan Aji. Selain itu Alfany juga mengatakan bahwa Aji 

selalu mengingatkan wartawan untuk tidak melanggar kode 

etik jurnalistik. 

 “ setiap rapat, diskusi, seminar Aji selalu mengingatkan 

wartawanya untuk menghindari penyalahgunaan profesi dan 

menerima suap. Jika wartawan tetap melakukannya maka 

sanksi yang diberikanpun berat, bisa sampai pemecatan”.66 

 Didalam prosedur Aji, jika wartawan tertangkap 

menerima suap ataupun amplop akan mendapat hukuman. 

Selain itu wartawan juga mendapatkan hukuman berupa 
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pemecatan, dengan menggunakan prosedur yang jelas. 

Prosedur tersebut diawali dengan menarik kartu integritasnya, 

apabila wartawan masih menerima amplop maka wartawan 

disidangkan di Majlis Etik Aji, jika terbukti bersalah maka 

akan dilakukan pemecatan. 

 Dari penjelasan beberapa wartawan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa menjunjung kode etik jurnalis masih 

diutamakan di Aji. Hal tersebut bisa dilihat dengan jawaban 

yang diutarakan, karena pers sama halnya dengan kampus, jika 

kita mendidik publik dengan berita benar maka pembaca akan 

cerdas pula. 

3. Penyebab Wartawan Menerima Amplop 

Jurnalis merupakan pekerjaan atau profesi yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Pers menjadi salah satu 

kontrol sosial di masyarakat, dimana pers menjadi alat 

menyampaikan pendapat masyarakat. Kenapa demikian, karena 

masyarakat biasa belum tentun bisa bertemu dengan pemimpin 

negeri ini, tetapi pers bisa melakukan hal tersebut, itulah kenapa 

pers mempunyai tugas  penyalur opini publik. 

Dilain sisi masyarakat membutuhkan kebenaran dalam 

penyampaikan informasi, mendapatkan informasi yang mendidik 

dan berimbang, bisa menjadi penyampai aspirasi. Tetapi kini 

masyarakat semakin susah menjadaptkan hal tersebut. Mulai dari 
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berita condong sebelah, tidak akurat, kurang independen dan 

cenderung hoax. Hal tersebut tentunya bukan 100 persen 

kesalahan wartawan, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi hal 

tersebut. Mulai dari banyaknya media media bodong, kurangnya 

integritas wartawan bahkan kurangnya gaji layak menjadi faktor 

besar. Seperti yang diungkapkan Alfany Pratama saat ditemui di 

Taman Kihajar Dewantara Metro pukul 15.45 Wib. 

“ gaji wartawan belum layak, dari situ wartawan cenderung 

tergoda dengan amplop yang diberikan narasumber, dari situlah 

independen mereka hanya sebatas uang”.67  

 

Selain itu Faiza Ukhti Anisa juga mengatakan hal yang sama 

dengan Alfany bahwa gaji wartawan Lampung ini masih minim. 

“gaji dilampung masih cukup kurang, jadi bisa saja hal 

tersebut yang menjadi faktor, selain kurangnya pengetahuan 

masalah kode etik”.68 

 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ketua Aji Hendry 

Sihaloho, Hendry berkata gaji jurnalis di Lampung masih cukup 

rendah dibandingkan daerah lain, seperti Jakarta dan kota-kota 

lain di Indonesia. Hendry menambahkan karena biaya kehidupan 

juga relatif lebih mahal daripada kebutuhan di Lampung . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Pemahaman wartawan Aji tentang Kode Etik masih sangat 

mendalam, hal ini sangat menetukan kinerja mereka untuk menjadi 

wartawan yang sangat professional dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Kode Etik jurnalistik 
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dalam meningkatkan kinerja wartawan Aliansi Jurnalis Independen 

Lampung beberapa kesimpulan:  

1. Wartawan memahami betapa pentingnya Kode Etik Jurnalistik 

untuk mereka pahami, serta mereka juga menegaskan bahwa 

semua wartawan khususnya wartawan Aji patut mengetahui 

serta memahami Kode Etik Jurnalistik karena Kode Etik bagi 

seorang junalis atau wartawan adalah jaminan bagi mereka 

dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, atau Kode Etiklah 

yang mampu membawa para jurnalis atau wartawan menjadi 

seorang profesional dalam bidang yang mereka tekuni. Hanya 

bermodalkan cerdas dan pintar dalam berwawancara dan 

menggali informasi namun kurang dalam Kode Etik, itu semua 

percuma saja apabila tidak memahami Kode Etik. 

2. Penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam kinerja Aliansi 

Jurnalis Independen Lampung.  

a. Anggota  Aji masih sangat menjunjung tinggi Kode 

Etik Jurnalistik. Bagaimanapun caranya narasumber 

untuk memberikan mereka amplop mereka pasti 

menolak dengan sopan, apabila mereka tidak mampu 

lagi menolak dengan sopan maka mereka akan 

mengambil untuk menghindari mempermalukan 

narasumber, namun mereka tidak menyerah sampai 

disitu mereka kembali ke kantor dan melaporkan 
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semuanya ke Pimpinan, kemudian Pimpinan yang 

mengembalikan dengan sopan. Hal tersebut 

dilakukan untuk menjaga marwahnya jurnalis. 

b. Untuk mendapatkan wartawan profesional Aji 

melakukan pelatihan internal secara rutin dan tidak 

pernah melewatkan setiap kesempatan untuk 

mengingatkan para wartawan. namun selain 

memperingatkan wartawan akan ketetapan Kode Etik 

Aji juga mensejahterahkan wartawannya maka 

seharusnya tidak ada alasan bagi wartawan untuk 

menerima amplop atau suap dalam bentuk apapun.  

c. Aji mengingatkan anggotanya secara terus menerus 

dengan menggunakan banyak cara, seperti diskusi, 

seminar, pelatihan, mulut ke mulut bahkan hingga 

memuat tulisan di media massa.  

 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan yaitu: 

1. Wartawan harus menjunjung nilai nilai jurnalistik dan selalu taat 

kepada kode etik jurnalistik, karena jurnalis membawa 

kepentingan masyarakat, selain itu jurnalis adalah agen 
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kontroling untuk kekuasaan. Maka dengan itu jadilah jurnalis 

yang profesional dan mempunyain integritas demi terwujudnya 

perubahan. 

2. Aliansi Jurnalis Independen diharapkan tetap memantau para 

wartawan, tetap memberikan penjelasan-penjelasan tetang  

pentingnya Kode Etik Jurnalistik  bagi seorang wartawan.  

3. Terus menjaga marwahnya jurnalis demi kepentingan publik, 

dengan menghindari Penyalahgunaan profesi dan menerima 

amplop.
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STUDI KODE ETIK JURNALISTIK OLEH WARTAWAN PADA PASAL 6 

APD Penelitian 



 
 

 
 

Interviewer : Edi Purnomo 

Informan I : Hendry Sihaloho ( Ketua AJI ) 

A. Ketua Aliansi Jurnalis Independen 

1. Bagaimana upaya AJI mengingatkan kepada wartawan agar tetap patuh kepada 

Kode Etik Jurnalistik ? 

2. Bagaimana cara halus menghindari amplop dari narasumber? 

3. Apakah uang transportasi dari narasumber termasuk suap ? 

4. Apa Hukuman Untuk Wartawan Yang Melakukan Pelanggaran Pasal 6? 

5. Bagaimana Perkembangan atau data terkait suap dari tahun ke tahun? 

6. Apakah AJI sudah mengkampanyekan masalah upah layak jurnalis ? 

7. Apakah  wartawan sudah mendapatkan kesejahteraan ? 

8. Apakah kemerdekaan pers sangat sudah diutamakan? 

9. Bagaimana cara meningkatkan profesionalisme wartawan? 

10. Bagaimana jika wartawan tetap melakukan penyalahgunaan profesi apa 

tindakan dari AJI? 

11. Bagaimana seorang wartawan dikatakan melakukan suap ? 

12. Apakah menerima souvenir dikatakan menerima suap ? 

 

Interviewer : Edi Purnomo 

Informan II  : Wartawan / Anggota AJI 

B. Wartawan AJI 

1. Apa pandangan wartawan AJI terhadap undang – undang no 40 tahun 



 
 

 
 

1999 pasal 6 ? 

2. Bagaiana cara menghindari ataupun menolak amplop dari narasumber? 

3. Apa yang biasa menjadi faktor utama menerima suap? 

4. Bagaimana pemahaman yang diberikan oleh lembaga mengenai undang-

undang no 40 tahun 1999 pasal 6? 

5. Apakah upah jurnalis sudah dikatakan layak ?  

6. Apakah sering mendadpat hadiah atau bingkisan ketika meliput ? 

7. Apakah ada aturan khusus dari lembaga terkait suap ? 

8. Apakah selama menjadi wartawan pernah mendapat tawaran amplop dari 

narasumber ?. 

C. Observasi 

1. Observasi berita 

- Keindependenan Berita 

- Isi berita 

- Kualitas berita 

-  

2. Observasi hasil karya 

- Buku 

- Majalah 

- Koran 

- jurnal 

3. Observasi prestasi wartawan 

- Lokal 



 
 

 
 

- Nasional 

- internasional 

D. Dokumentasi 

1. Dokumntasi tentang sejarah aliansi jurnalis independen 

2. Visi misi aliansi jurnalis independen 

3. Data pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 6 

4. Data lain yang mendukung penelitiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KODE ETIK JURNALISTIK DALAM KINERJA ALIANSI 

JURNALIS INDEPENDEN (AJI) LAMPUNG 

(Studi Undang-Undang no 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode 

Etik Jurnalistik Pasal 6) 

OUTLINE 

Halaman Sampul 

Halaman Judul 

Halaman Persetujuan 

Halaman Nota Dinas 

Halaman Pengesahan 

Abstrak 

Halaman Orisinalitas Penelitian 

Halaman Motto 

Halaman Persembahan 

Halaman Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

BAB I PENDAHULUAN 

G. Penjelasan Judul 

H. Latar Belakang Masalah 

I. Pertanyaan Penelitian 

J. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

K. Penelitian Relevan 

L. Metode Penelitian 

f) Jenis dan Sifat Penelitian 

g) Sumber Data 



 
 

 
 

h) Teknik Pengumpulan Data 

i) Teknik Penjamin Keabsahan Data 

j) Teknik Analisis Data 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

C. Kode Etik Jurnalistik 

d) Pengertian Kode Etik Jurnalistik 

e) Fungsi dan Peran Kode Etik Jurnalistik 

f) Kandungan Kode Etik Jurnalistik 

g) Pandangan Islam Tentang Suap dan Ucapan Terimakasih 

h) Macam-Macam Suap Jurnalistik 

i) Ciri-Ciri Suap 

j) Penyalahgunaan Profesi 

k) Jenis-Jenis Penyalahgunaan Profesi 

l) Ciri-Ciri Penyalahgunaan Profesi 

D. Aliansi Jurnalis Independen 

a) Kinerja Aliansi Jurnalis Independen 

BAB III SETTING LOKASI PENELITIAN 

E. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen Lampung 

F. Visi dan Misi Aliansi Jurnalis Independen Lampung 

G. Struktur Aliansi Jurnalis Independen Lampung 

H. Logo Aliansi Jurnalis Independen 

BAB IV ANALISIS DATA 

C. Pemahaman Wartawan AJI Lampung Terhadap Kode Etik Jurnalistik 

Pasal 6 Tentang Penyalagunaan Profesi Dan Menerima Suap 

D. Penerapan  Kode  Etik  Jurnalistik  Pasal  6  Dalam  Meningkatkan 

Kinerja Aliansi Jurnalis Independen Lampung. 

BAB V PENUTUP 

C. Simpulan 

D. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Foto Kantor Aliansi Jurnalis Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Foto Bersama Hendry Sihaloho Di Kantor  Aliansi Jurnalis Independen 



 
 

 
 

 

 

 

 

4. Foto Bersama Alfani Pratama ditaman kihajar dewanrtara 

 

 

 

 

 

 

 

5. Foto Bersama Derry Nugraha di Skretariat Aji Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Foto Bersama Faiza Uhkti Faiza Di Sekertariat Aji Bandar Lampung 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Keterangan Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

1 Penyusunan Proposal           

2 Seminar Proposal           

3 Pengurusan Izin dan Pengiriman 

Proposal 

          

4 Izin Dinas (Surat Menyurat)           

5 Survey Lapanagan           

6 Kroscek Kevalidan Data           

7 Penulisan Laporan           

8 Sidang Munaqosyah           

9 Penggandaan Laporan dan 

Publikasi 
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